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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/M TAHUN 2014
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Menteri Pertahanan dengan surat Nomor
SR/99/M/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan karena alih tugas;

bahwa usulan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dibahas dan mendapat persetujuan Tim
Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I dalam sidang
tanggal 10 Maret 2014,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Presiden
selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Aparatur
Sipil Negara berwenang menetapkan pengangkatan dan

pemberhentian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan
huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...
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. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural
Eselon I;

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan  dan  Organisasi Kementerian  Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

7. Peraturan Presiden...
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7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan 'F‘ungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I-Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN

PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN SEKRETARIS
JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Jenderal TNI Budiman

dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertahanan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan
jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

: Mengangkat dalam jabatan struktural eselon I terhitung sejak

saat pelantikan Sdr. Mayor Jenderal TNI R. Ediwan Prabowo,
S.I.P., sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan
kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon l.a.

sesuai peraturan perundang-undangan.

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pertahanan;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

di Jakarta.

PETIKAN ...
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PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:




